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ABSTRAK
Humas adalah Usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara satu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Dalam penelitian yang berjudul “Peran Humas Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menunjang Pelayanan Publik di Kota Denpasar” ini bertujuan untuk mengetahui peran humas Pemerintah Kota Denpasar dalam menunjang pelayanan publik di Kota Denpasar dan hambatan-hambatan  Humas  Pemerintah Kota Denpasar dalam menunjang pelayanan publik di Kota Denpasar. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk memecahkan masalah digunakan teknik analisis kualitatif. Bagian Humas dan Protokol tersebut memiliki peran dalam penyebarluasan Informasi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Denpasar dan Mempublikasikan program-program pelayanan publik. Hambatan-hambatan yang ditemukan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar dalam upaya menunjang pelayanan publik adalah : Adanya perubahan paradigma pers menuju industri pers sehingga belum semua media dapat mempublikasikan informasi yang disediakan melalui press release/website, Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas pada Bagian Humas dan Protokol sehingga belum mampu menjadi Humas dan Protokol sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Intensitas tugas yang sulit diprediksi sehingga seringkali mengakibatkan lemahnya perencanaan dan juga pelaksanaannya.
Kata Kunci : Peran Humas, Pelayanan Publik
ABSTRACT
Public Relation is an attempt to create harmonious relationships between one agency or organization with the community through a process of mutual or two-way communication.In a study entitled "The Role of Public Relations of Denpasar City Government in Supporting Public Service in Denpasar City" is aimed to know the role of public relations Denpasar Government in supporting public services in the city of Denpasar and obstacles Public Relations Denpasar City Government in supporting public services in the city of Denpasar. Data were collected by interview and documentation techniques. To solve the problem used qualitative analysis techniques. Public Relations Division and the Protocol has a role in disseminating Information on Governance and Development of Denpasar City and Publishing public service programs.  Obstacles found related to the main tasks and functions of Public Relations and Protocol Secda Denpasar City in an effort to support public services are: The existence of changes in the paradigm of the press to the press industry so that not all media can publish the information provided through press release / website, Human beings both quantity and quality in the Public Relations and Protocol Section so as not yet able to be PR and Protocol as mandated by legislation, Intensity of task that is not predictable so often lead to weakness of planning and also its implementation.
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1. PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan salah satu bagian dari pada kegiatan administrasi publik. Sebagai mana telah diketahui bersama bahwa administrasi publik mempunyai dimensi cakupan yang amat luas dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dari dimensi yang luas tersebut, pelayanan publik salah satu aspek yang paling dekat menyentuh masyarakat.
Dalam suatu organisasi, arus keluar masuknya informasi menjadi hal yang sangat penting dikontrol, karena akan berdampak pada reputasi dan eksistensi organisasi tersebut di mata publiknya, termasuk salah satunya organisasi pemerintah. Melalui humas, semua informasi dikelola untuk disebarluaskan kepada publik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan program dari pemerintah.
Menurut Cutlip, Center dan Broom dalam bukunya Effective Public Relations, diversifikasi keahlian teknis, tujuan organisasional, dan aktivitas publik dari humas pemerintah lebih besar ketimbang praktik humas tradisional dan atau khusus, salah satunya yaitu peran advokasi publik dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Humas pemerintah dewasa ini harus mampu menguasai seni dan keahlian berkomunikasi yang baik dan harus memahami secara menyeluruh kultur, kebijakan, praktik dan konstituen organisasi. Tujuan dari humas dalam organisasi pemerintah harus sesuai dengan tujuan demokrasi, dimana harus terbangun hubungan yang responsif dengan konstituen berdasarkan pemahaman bersama dan komunikasi dua arah yang terus-menerus (Cutlip, 2010:465).
Berbagai kebijakan dan program yang dibuat pemerintah Kota Denpasar sebagai bentuk pelayanan publik sudah sepatutnya diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat dan stake holder lainnya. Oleh karena itu, proses komunikasi yang efektif dari pemerintah sangat berperan. Menurut Hardiansyah (2015:16) komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, karena apabila komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya terjalin dengan baik, maka semakin baik pelayanan yang dapat dilakukan.
Humas sebagai agen komunikasi atau komunikator dalam organisasi memiliki peranan yang penting dalam melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam menunjang pelayanan publik di Kota Denpasar. Menurut Cutlip, Center dan Broom dalam bukunya Effective Public Relations, humas pemerintah harus mampu menguasai seni dan keahlian berkomunikasi yang baik dan harus memahami secara menyeluruh kultur, kebijakan, praktik dan konstituen organisasi (Cutlip, 2010:65).
Dewasa ini pada pelaksanaannya peran humas dalam sebuah instansi pemerintah belum berjalan sebagaimana seharusnya. Banyak tugas dan wewenang humas yang justru dilakukan oleh bagian lain dalam instansi. Seperti yang diungkapkan oleh Betty Wahyu (2012:76) dalam bukunya Humas Pemerintah bahwa profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kewenangan humas dalam organisasi, dan strategi komunikasi menjadi permasalahan klasik yang seperti tidak ada solusinya. Hal ini disebabkan karena di lingkungan pemerintah jabatan kehumasan merupakan jabatan karir, sehingga diisi oleh sumber daya manusia yang dinilai memenuhi persyaratan kepegawaian.
Denpasar sebagai salah satu kota metropolis telah menjadi kota yang memiliki tingkat permasalahan yang semakin kompleks. Dengan permasalahan yang kompleks membutuhkan pelayananan publik yang prima. Dengan motto Sewaka Dharma yang berarti melayani adalah merupakan sebuah kewajiban. Filosofi dari bahasa sansekerta ini mengandung makna dan spirit pengabdian dan pelayanan yang tulusikhlas. Semangat pengabdian yang bersumber nilai-nilai luhur kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Bali sejak dulu. Dengan semangat melayani sebagai suatu kewajiban, Pemerintah Kota Denpasar semakin memantapkan diri dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada warganya. Beragam inovasi dalam pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar adakalanya belum diketahui dan dipahami masyarakat luas.
Pemerintah Kota Denpasar sudah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam aspek pelayanan publik. Diantaranya berupa pengkondisian sumber-sumber pokok peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan. Sumber-sumber pokok ini, memiliki keterkaitan dan saling menguatkan. Ketidakberadaan satu saja dari sumber ini akan berdampak kegagalan. Sumber-sumber pokok itu antara lain: 1) membuat dan memantapkan kebijakan pelayanan perijinan satu pintu, 2) pembentukan kelembagaan yang menunjang, dan 3) pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik.
Dalam menunjang pelayanan publik yang prima Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Humas dan Protokol Kota Denpasar memiliki misi dalam meningkatkan program kerja kehumasan. Yakni membangun citra dan reputasi positif Pemerintah Kota Denpasar, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, membangun dan memelihara kepercayaan publik, serta mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah. Disamping itu tidak saja memiliki peran dalam mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah, namun dalam bidang kehumasan pemerintah juga memiliki peran dalam membangun dan memelihara serta menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat dan media. Semua kegiatan dan program maupun kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dari pendidikan, sosial, kesehatan hingga seni dan budaya selalu di informasikan melalui Tabloit Sewaka Dharma, Sosial Media, Koran, Spanduk (Banner) dan situs web Denpasar.
Melihat pentingnya peranan humas dalam pengkomunikasian Pelayanan Publik di Kota Denpasar, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran humas Pemerintah Kota Denpasar dalam menunjang pelayanan publik di Kota Denpasar. Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis peran humas terkait menunjang pelayanan publik di Kota Denpasar, dengan judul “Peran HumasPemerintah Kota Denpasar Dalam Menunjang Pelayanan Publik Di Kota Denpasar”.
Tujuan perumusan masalah adalah untuk memberikan batasan pada lingkup pembahasan masalah yang akan diteliti, sehingga diharapkan output pemecahan masalah tidak menyimpang dari lingkup permasalahan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini adalah:
a. Bagaimanakah Peran Humas Pemerintah Kota Denpasar dalam menunjang pelayanan publik di Kota Denpasar ?
b. Apakah hambatan-hambatan Humas Pemerintah Kota Denpasar dalam menunjang pelayanan publik di Kota Denpasar ?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran humas Pemerintah Kota Denpasar dalam menunjang pelayanan publik di Kota Denpasar dan untuk mengetahui hambatan-hambatan Humas Pemerintah Kota Denpasar dalam menunjang pelayanan publik di Kota Denpasar.
Penelitian ini bertolak dari kajian teori sebagai berikut :
1. Pengertian Peran
Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto. 2009:212-213). Dalam pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. peran biasa juga disandingkan dengan fungsi,. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan- kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.
2. Humas
Humas adalah Usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara satu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Hubungan yang harmonis ini timbul dari adanya mutual understanding, mutual confidence dan image yang baik. Ini semua merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Humas untuk mencapai hubungan yang harmonis (F. Rachmadi, 1992 :7).
Fungsi pokok Humas menurut Canfield and Moore sebagaimana dikutip (Muhammad Fauzi, 1997:3) dalam Hakekat dan Peran PR adalah sebagai berikut :
a. Menafsirkan opini publik kepada pimpinan dan mengumpulkan informasi tentang tingkah laku masyarakat.
b. Mengingatkan pimpinan akan arah pemikiran politik, social dan ekonomi.
c. Memperhatikan unsur-unsur manajemen dalam melaksanakan kegiatan yang menguntungkan diri kepada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat.
d. Menyarankan langkah-langkah kebijaksanaan yang harus ditempuh untuk menanggulangi hubungan tersebut agar tetap terjalin hubungan yang harmonis
Dozier & Broom dalam Ruslan (2006, 20-21), mengemukakan peranan Public Relations
dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu :
a. Penasihat Ahli (Expert Prescriber)
Seorang praktisi pakar Public Relations yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (public relationship). Hubungan praktisi pakar Public Relations dengan manajemen organisasi seperti hubungan antara dokter dan pasiennya. Artinya, pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau usulan dari pakar Public Relations (expert prescriber) tersebut dalam memecahkan dan mengatasi persoalan public relations yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan.
b. Fasilitator Komunikasi (Communication Fasilitator)
Dalam hal ini, praktisi Public Relations bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Dipihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak.
c. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Fasilitator)
Mengutip definisi humas oleh Joice J Gordon yang diintisarikan dalam buku (Effective Public Relation1) humas seharusnya memiliki fungsi dan peran mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Gordon merangkum tugas-tugas seorang humas pemerintah sebagai berikut:
a. Memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah.
b. Memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah; voting, curbside recycling, dan juga kepatuhan kepada program aturan-kewajiban menggunakan sabuk pengaman, aturan dilarang merokok.
c. Mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan; sensus, program pengawasan keamanan lingkungan, kampanye penyadaran akan kesehatan personal, bantuan untuk upaya pertolongan bencana.
d. Melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah; menyampaikan opini publik kepada pembuat keputusan, mengelola isu publik didalam organisasi serta meningkatkan aksesibilitas publik ke pejabat administrasi.
e. Mengelola informasi internal; menyiapkan news letter organisasi, pengumuman elektronik, dan isi dari dari situs internet organisasi untuk karyawan.
f. Memfasilitasi hubungan media-menjaga hubungan dengan pers lokal; bertugas sebagai  saluran untuk semua pertanyaan media; memberitahu pers tentang organisasi dan praktiknya serta kebijakannya.
g. Membangun komunitas dan bangsa; menggunakan kampanye kesehatan publik dengan dukungan pemerintah dan program keamanan publik lainnya serta mempromosikan berbagai program sosial dan pembangunan.
Humas dipemerintahan dengan demikian dapat disimpulkan menjadi pemberi informan kepada masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah adalah agen dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan haknya untuk diwakilkan kepada orang-orang pemerintahan agar bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka suatu kewajaran apabila pemerintah harus tetap terhubung dengan masyarakat dan setiap aspeknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Humas menjadi palang pintu bagi hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan publik atau masyarakat.
3. Pelayanan Publik
Pengertian Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggara Pelayanan Publik adalah instansi pemerintah yang terbagi ke dalam unit- unit pelayanan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan masyarakat yang diterima oleh para
penerima pelayanan berdasarkan harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Namun sebenarnya pelayanan publik dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau diserahkan kepada swasta apabila memang dipandang lebih efektif dan sepanjang mampu memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat.
Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :
a. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan publik, termasuk pengaduan sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Prosedur pelayanan harus ditetapkan melalui standar pelayanan minimal, sehingga pihak penerima pelayanan dapat memahami mekanismenya.
b. Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Waktu  penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Semakin cepat waktu penyelesaian pelayanan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan.
c. Produk Pelayanan
Produk pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan harus dipahami secara baik, sehingga memang membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat.
d. Biaya Pelayanan
Biaya pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Biaya pelayanan termasuk rinciannya harus ditentukan secara konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi, sebab akan menimbulkan ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan. Biaya pelayanan ini harus jelas pada setiap jasa pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecemasan, khususnya kepada pihak atau masyarakat yang kurang mampu.
e. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat menentukan dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.
f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan bermutu.
2. METODE PENELITIAN
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong. 2007:6).
Subyek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah Kepala Bagian Humas dan Protokol, Kepala Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Penerbitan serta Staf Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar
Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seseorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.
Untuk menganalisis penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Pengumpulan informasi melalui wawancara langsung.
b. Reduksi langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
c. Penyajian setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk tabel maupun uraian penjelasan.
d. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan (Miles dan Huberman. 1992).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Denpasar pada mulanya merupakan pusat Kerajaan Badung, akhirnya pula tetap menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan bahkan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pula pusat pemerintahan bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan Denpasar dijadikan pusat pemerintahan bagi Tingkat II Badung maupun Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan yang sangat cepat baik dalam artian fisik, ekonomi, maupun sosial budaya.
Seperti halnya dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar merupakan Ibukota Propinsi mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta lajunya pembangunan di segala bidang terus meningkat, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kota itu sendiri. Demikian pula dengan Kota Denpasar yang merupakan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan sekaligus juga merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan demikian pesatnya.
Dengan terbentuknya Kota Denpasar sebagai daerah otonom, keadaan fisik Kota Denpasar dan sekitarnya telah sedemikian maju serta pula kehidupan masyarakatnya telah banyak menunjukkan ciri-ciri dan sifat perkotaan. Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri dan pusat pariwisata yang terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Utara.
Sebagaimana hasil analisis yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian, pihak humas menjelaskan bahwa Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Humas dalam perannya menunjang pelayanan publik Kota Denpasar melalui unit program kerja Bagian Humas dan Protokol tersebut memiliki peran dalam penyebarluasan Informasi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Denpasar dan Mempublikasikan program-program pelayanan publik yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penyelenggara pelayanan publik. Humashanya mempublikasikan mengenai apa yang akan dilaksanakan, apa yang telah dilaksanakan dan apa yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui media massa. Adapun media massa yang digunakan oleh Humas dalam menunjang dari segi publikasi yaitu melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media tradisional.
Sebagaimana hasil analisis yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian, pihak humas menjelaskan bahwa Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Humas dalam perannya menunjang pelayanan publik Kota Denpasar melalui unit program kerja Bagian Humas dan Protokol tersebut memiliki peran dalam penyebarluasan Informasi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Denpasar dan Mempublikasikan program-program pelayanan publik yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penyelenggara pelayanan publik. Humashanya mempublikasikan mengenai apa yang akan dilaksanakan, apa yang telah dilaksanakan dan apa yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui media massa. Adapun media massa yang digunakan oleh Humas dalam menunjang dari segi publikasi yaitu melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media tradisional.
Keberadaan Humas Pemerintah Kota Denpasar sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan di Kota Denpasar, sebab informasi atau berita yang disampaikan kepada masyarakat sangat berguna sebagai tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi baik yang berkaitan dengan pelayanan publik, kebijakan pemerintah, kegiatan, program-proram pemerintah, ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan hal-hal lainnya yang sangat berguna dalam rangka sebagai tambahan informasi kepada masyarakat. Fungsi Humas Pemerintah Kota Denpasar Sub Pengumpulan Informasi dan Publikasi dalam memberikan layanan berita atau informasi kepada masyarakat sudah menunjukkan perannya yakni ditandai dengan adanya informasi kepada masyarakat melalui media massa. Menurut Kasubag Administrasi Dokumentasi dan Penerbitan, I Wayan Denda S.Sos mensosialisasikan dan mempublikasikan semua kebijakan, program-program pelayanan publik pemerintah dan kegiatan pemerintah Kota Denpasar merupakan aktivitas yang berlangsung dari tahun ke tahun namun hanya volume media yang dapat ditambah maupun dikurangi disesuaikan dengan perkembangan baik lokal, regional dan nasional. Disamping
menunjang informasi kebijakan, program-program pelayanan publik pemerintah dan kegiatan pemerintah Kota Denpasar tetapi juga menunjang informasi yang berupa himbauan kepada masyarakat seperti Himbauan larangan-larangan.
Sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas :
(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas:
a. membuat Program Kerja Bagian berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Sub Bagian pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
b. menyusun laporan hasil kegiatan Bagian sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Sekretaris Daerah bidang pemerintahan;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing;
d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan pengumpulan, informasi dan publikasi;
g. mengumpulkan bahan / data dan penyaringan informasi / data, mengevaluasi informasi/data;
h. melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan hubungan kemasyarakatan guna memantapkan pelaksanaan kebijakan Walikota di bidang pemerintahan, sosial dan pembangunan;
i. menilai dan menganalisa masalah publikasi, pernyataan / pendapat, sikap dan kegiatan dari media masa, organisasi non pemerintah dan masyarakat atas  pelaksanaan  kebijakan pemerintah untuk mengetahui keserasiannya dalam upaya menciptakan komunikasi positif, antara pemerintah, pers dan masyarakat;
j. mengkonfirmasi umpan balik atas pelaksanaan pemerintahan melalui koordinasi sesuai dengan bidang permasalahannya baik secara tertulis maupun dengan cara lisan berupa siaran pers untuk memperoleh pengertian, keyakinan dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh terhadap kebijakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Denpasar;
k. melaksanakan urusan kehumasan, perjalanan dinas pimpinan dan keprotokolan;
l. melaksanakan pengumpulan, informasi untuk bahan publikasi kepada media masa;
m. membuat dokumentasi hasil peliputan kegiatan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Denpasar;
n. melaksanakan kegiatan publikasi berkala, brosur dan buku–buku;
p. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
q. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Denpasar sebagai unit kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab dibidang hubungan masyarakat dan keprotokolan dalam mempublikasikan, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Denpasar melalui media massa serta memberikan pelayanan kedinasan kepada pimpinan. Pelaksanaan publikasi dan pelayanan kedinasan kepada pimpinan mempunyai kedudukan yang strategis. Adapun tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :
I. Membangun citra positif Pemerintah Kota Denpasar.
1. Menyebarluaskan program, kebijakan, pelaksanaan pemerintahan Pemerintah Kota Denpasar.
2. Membangun dan menjalin hubungan komunikasi dengan stake holder dan komunitas masyarakat.
3. Mengelola dan mengolah informasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar.
II. Memberikan pelayanan kepada pimpinan dan masyarakat
1. Memberikan pelayanan dan menciptakan suasana kondusif kepada pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan.
2. merencanakan dan melaksanakan kegiatan protokoler Pemerintah Kota Denpasar
3. Melaksanakan administrasi kehumasan dan keprotokolan serta perjalanan dinas pimpinan.
Program / Kegiatan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui penegakan supremasi hukum (law enforcement) yaitu dengan penyebarluasan informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
Rencana Kerja (Renja)Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Bagian Humas dan Protokol disusun berdasarkan analisa kebutuhan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), serta mengacu pada Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar berdasarkan skala prioritas dan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Program dan Kegiatan Bagian Humas dan Protokol dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 -2021dan melaksanakan misi pembangunan menuju tercapainya visi Pemerintah Kota Denpasar dan  Program Padmaksara. Adapun sasaran dari pembuatan Rencana Kerja (Renja) Bagian Humas dan Protokol adalah untuk menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (Good  Governance) melalui penyebarluasan informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sasaran ini sebagai gambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.Program dan kegiatan tersebut meliputi :
A. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
1. Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Komunikasi dan Informasi
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informasi guna meningkatan wawasanya terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kota Denpasar.
2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Program ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dengan mass media terhadap penyebarluasan informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Kerjasama ini meliputi kerjasama dengan lembaga dan personal mass media.
B. Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan citra positif Pemeritah Kota Denpasar dengan uniform tertentu.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintah dengan optimal.
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan memelihara kondisi kerja pimpinan yang kondusif, nyaman dan aman dalam tugas kepemerintah dan kemasyarakatan.
Bagian Humas dan Protokol bekerjasama dengan beberapa media untuk mempublikasikan informasi program-program pelayanan publik yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Dalam menunjang dari segi publikasi yaitu melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media tradisional.
a. Media Cetak
Bali Post, Nusa Bali, Warta Bali, Fajar Bali, Denpost, Bali Tribune, Radar Bali, Bisnis Bali, Bali ekspress, Bali ekspress ½ halaman, Tribun Bali, Bali Bank, Pos Bali, Media Nasaional,
Tabloid Dewata, Majalah Nuansa Bali, Koran Tokoh. Disamping menggunakan media massa umum bagian Humas dan Protokol menerbitkan media cetak internal seperti : Majalah Sewaka Dharma media Informasi Pelayanan public, Tabloid Gema Sewaka Dharma media Informasi Pembanguna, Data Mini Selayang Pandang dan penggunaan media luar ruang seperti : Baliho, Banner,Papan pengumuman dan Papan Informasi pembangunan.
b. Media Elektronik
Bali TV, Kompas TV Dewata, TVRI, iNews TV, Siaran Langsung RRI
c. Media Sosial
Facebook (Humas Denpasar), Twitter (@HumasDenpasar), Instagram(humasdenpasar)
d. Media Tradisional
Bondres dan Wayang
Terdapat hambatan-hambatan yang ditemukan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar dalam upaya menunjang pelayanan publik adalah :
1. Adanya perubahan paradigma pers menuju industri pers sehingga belum semua media dapat mempublikasikan informasi yang disediakan melalui press release/website.
2. KeterbatasanSumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas pada Bagian Humas dan Protokol sehingga belum mampu menjadi Humas dan Protokol sesuai amanat peraturan perundang-undagan.
3. Intensitas tugas yang sulit diprediksi sehingga seringkali mengakibatkan lemahnya perencanaan dan juga pelaksanaannya.
4. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengumpulan data, wawancara, pengolahan dan pembahasan penelitian yang dilakukan penulis di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Denpasar tentang “Peran Humas Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menunjang Pelayanan Publik di Kota Denpasar” maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Peran Humas Pemerintah Kota Denpasar dalam menunjang pelayanan publik di Kota Denpasar yaitu dalam penyebarluasan Informasi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Denpasar dan mempublikasikan program-program pelayanan publik yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kota  Denpasar dalam menunjang pelayanan publik, dengan melaksanakan dua komunikasi yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Dalam komunikasi internal dilakukan dengan penerapan konsep “sewaka dharma” secara konsisten dalam pelayanan publik. Sewaka dharma yang berarti melayani adalah kewajiban bagi seluruh aparatur pemerintah Kota Denpasar. Sedangkan komunikasi eksternal dilakukan dengan cara mempublikasikan mengenai apa yang akan dilaksanakan, apa yang telah dilaksanakan dan apa yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar menggunakan media massa.
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar dalam upaya menunjang pelayanan publik adalah : Adanya perubahan paradigma pers menuju industri pers sehingga belum semua media dapat mempublikasikan informasi yang disediakan melalui press release/website, Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas pada Bagian Humas dan Protokol sehingga belum mampu menjadi Humas dan Protokol sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Intensitas tugas yang sulit diprediksi sehingga seringkali mengakibatkan lemahnya perencanaan dan  juga pelaksanaannya.
Saran
Sesuai dengan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan penulis dapat
disarankan kepada Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Denpasar  dalam menunjang pelayanan publik di Pemerintahan Kota Denpasar yaitu :
1. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian pegawai yang didukung oleh disiplin kerja yang tinggi, motivasikerja yang bagus serta memiliki wawasan yang luas dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bidang public relation, agar dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik, juga tugas seorang Public relations harus pula
mampu menyusun rencana dan mengevaluasi program-program serta kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam menunjang pelayanan publik di Pemerintahan Kota Denpasar.
2. Dalam mengatasai permasalahan lemahnya perencanaan program dan kegiatan yang bersifat mendadak, sebaiknya bagian Humas Membuat Standart Operation Procedure (SOP) untuk menyamakan persepsi dalam pengaturan acara. Sehingga seluruh perangkat yang bertugas di Bagian Humas dan Protokol mampu mengatasi permasalahan tersebut.
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